
-tr

x .i&:

-
Y.JflT

hal 59

E8e#qgrrfir
rcrr.r'T]TF.m@Em

[il?rtgEm Eib{H
hal tl3

Kofi*tKoh
mmflh

AffiTaMfl
hal E{

J

I

F,

I

;.d

?a

Spq@nWW@Fn

-

w@w



S

ir

k

!'

I
{

i
I

(,i

I *

I



/-6

EfrforiaI
JENDELA

tssN 1907-s952

llil I I I iillllllllllllllll llll
s"771907"595265"

Majatah JENDELA kembati menyapa Anda

seletah cukup tama tidak muncut di hadapan pembaca'

F.-.daksi menyampaikan permohonan maaf atas

katertambatan ini dan semoga pembaca

n'emaafkannYa.
Sebenarnya ketertambatan ini tebih pada

persoatan teknis. Meski begitu, majatah kesayangan

,, rda ini terus berbenah diri terutama terkait dengan

redaksi bahasa JENDELA. Semuanya itu kami lakukan

agar majatah ini tampiI terdepan datam

*Lny.rpuikan informasi tingkungan yang berkuatitas

.iin tepercaya.
Oteh karena itu, mutai edisi ini JENDELA

dlbimbing oleh seorang ahti bahasa yang kepakarannya

iidak diragukan tagi dengan segudang pengataman

,:bagai konsuttan bahasa di berbagai media ternama di

"egeri ini. Harapannya, majatah ini tidak hanya

menyajikan informasi yang berkuatitas dan sedap

cibaca, tetapi Lebih dari itu, media ini menjadi petopor

latam menyampaikan bahasa lndonesia yang baik dan

benar.
Nah, tema laporan utama yang diturunkan

;iNDELA kati ini adatah mengenai hutan, khususnya

'paya menyetamatkan hutan Javra yang berdasarkan

Cata Kementerian Kehutanan, Iuasnya tinggat 18

persen. Tema ini setaras dengan tema hari lingkungan

,,idup tahun ini, yakni Hutan Penyangga Kehidupan.
Jangan tewatkan puta kisah sukses Fence

Hendrikus OhoituLin yang berhasiI menemukan
probiotik, setetah 15 tahun memburu mikroba di

.empat pembuangan sampah. Kisahnya dapat Anda
'etusuri datam Rubrik lnspirasi.

Simak juga daftar kota peraih Adipura tahun
201 1 dan kisah sukses Kab. Sumenep dengan berbagai
prestasi [ingkungan mutai dari penghargaan Kalpataru
i ingga menjadi kota yang setalu sukses meraih
Anugerah Adipura empat tahun terakhir. Setamat
membaca!
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Bayang-bayang bencana kian

mengganggu, manakala kondisi

hutan di lndonesia semakin

rusak. Sadar akan hal itu,

pemerintah pun mengusung

"Hutan Penyangga Kehidupan"

sebagai tema Hari Lingkungan

Hidup lndonesia tahun 2011.

9n{tirai
"Hidup ltu Harus Berguna Bagi

Orang 1.,,n", ltulah moto hidup
yang seiaru dijunjung oleh Drs.

Fenr, , Hendrikus Ohoilulin,
dalam hidupnya. Sebuah moto

yang r;Jlia, tetapi cukup sulit

untuk diwujudkan.

l:::ai
U&Meu@

Kota T&okgfu
Berbagai prestasi lingkungan

telah diraihnya. Mulai dari

penghargaan Adipura, Kalpataru,

dan Adiwiyata. lbarat seorang
penyanyi,'nyayian lingkungan'

dengan setumpuk prestasi di

bidang lingkungan terus

dilantunkannya

fokoh Kita
Sutamihardja, dosen dan pakar

lingkungan global,
cita terpendam. Saat

punya cita-

ini, cita-cita
itu mulai bisa diwujudkan,

lartaran kesibukan sebagai
dosen, pembicara dan birokrat

sudah mulai berkurang.
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MORATORIUM ITU PANCASILAIS
I Oleh : Dr. Suparto Wijoyo

lTleNCC AL 27 April 2011 yang lalu di.rdarkan

I foru, Grottp Discr.rssion alias FGD yang c'lihelat
I Huma bersama teman-teman LSN{ lingkungan

seperti: Greenpeace, ICEL, clan Walhi. Diskusi
dilakukan untuk menyikapi laju deforestasi yarrg

sudah sangat mengkhawatirkan. Para prssglla
memberikan banyak pemikiran dan gagasan vang

disorongkan ke publik dengan nama moratorium alias
jeda atas kebijakan kehutanan yang bertentangan
dengan cita dasarnya: melestarikan hutan.

Semua pihak tahu bahwa kerusakan hutan di
Republik ini sudah dalam tingkat sangat menakutkan
dan melebih batas-batas kewarasan. Kondisinya
sungguh sudah tidak waras. Dengan pengguncluian

JENDELA
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hutan seluas 2,5 juta hektare per tahun
diperkirakan pada tahun 2020 Sumatra dan
Kalimantan akan kehilangan hutan. Ditengarai
pula bahwa pada tahun 2030 pulau Jawa akan
menjadi "padang pasir" apabila semangat
merusak hutan terus menggila. Oh ... oh ...
Penjarahan hutan vang berlangsung
sedemikian eksesif sungguh membahayakan
keberlanjutan kehidupan di negeri ini, padahal,
kita punva Kementeri.rrr Kehutan.rn. Kita pnnva
Polisi Kehutan;1n re1r1g c{ikenal Lrula dengarl
nama |ogowono. Kita mernpunvai Ba'rlai atau
Badan Konservasi Sum.ber Dava Alam. iCta
mempunvai Perum Perhutani. Kita mempunvai
Kementerian Perhubungan yang mengatur
jembatan timbang clan kita mempunvai Polisi
y'ang blrsanva Lrerdiri di samping-sarnping aiar-r

pinggir-pinggir jalan. Dalam konteks cleinikian,
keberadaan lembaga itu semua terkesan dan
:erbukti disfungsiona!. Kementerian
Kehutar-ran telah gagal mengelola dan
mengendalikan laju perkembangan hutan.
Bahkan kita juga mempunvai Kementerian
Lingkungan. Secaia ekstrem, bagaimana kalrr-t
institusi Kementerian Kehutanan dibubarkan
saja dan diganti atau yang lebih lunak dimerger
dengan Kementerian Lingkungan. Ivtaka
muncullah Kementeriarr Lingkungan dan
Konservasi SDA. Nlelalui lembaga inilah.
diharapkan bahwa yang ada nanlinya bukan
"penebangan kayu hutan" tetapi "tanarn dan
tanam terus menerus kayu hutan". Paling tidak,.
Kementerian Kehutanan harus dimodifikasi
dengan meredisain fungsinya sebagai
"departemen penanaman kayu hutan", dan
bukan seperti sekarang yang terkesan sebagai
organ pelegalisasi pembabatan hutan (melalui
mekanisme perizinan). Perizinan di bidang
kehutanan yang diatur dalam Undang-undang
No. 41 Tah.un 1?99 tentang Kehutanan telah
menjadi rezim menghukumkan apa yang tidak
pattrt: yakni bahwa merusak hutan itu sah.

Inilahyangteriadi.
Munculnya gerakan nasional reboisasi

hutan dan lahan (GN-RHL) harus disambut
sebagai langkah positif untuk merehabilitasi
kerusakan hutan, meski agak terlarnbat.
Namun, gerakan ini hanya dapat terlaksana
secara efektif apabila dibarengi dengan upaya
penegakan hukum kehutanan. Sudah lebih dari
satu dasawarsa sudah Undang-undang No. 41

Tahun 1999 tentang Kehutanan (UU
Kehutanan) sudah berlaku, tetapi kerusakan
hutan temyata terus saja terjadi. Keberlakuan
UU Kehutanan nyaris tidak berarti sama sekali
apabila tidak ada langkah penegakan
hukumnya. Kenapa para penebang hutan tidak
tersentuh UU Kehutanan? Atau mengapa UU
Kehutanan dibuat sedemikian tidak berdaya di

hadapan para bandit kayu hutan? Adakah
karena aparat penegak hukumnya "main mata"
atau "main colek"? Tentu aparat penegak
hukum kehutanan sendiri yang tahu.

Pertanyaan tersebut c-likemukakan
karena berdasarkan UU Kehutanan penebangan
kavu yang ilegal merupak.rn tinrl.rk pirl.rna.
Tampaknya lain yang "normatif" lain pula vang
"empirik". Di bidang kehutanan terlihat atla
" r.r.il.rvah-rviiayah htttan" vaug nr emLr,,r n t J pn r.t t
penegak hukum ticlak Lrerkutik. Hut.rn [.ita
benar-benar dijarah dan "dilahap" t.111pa kendali
pemerintah (Kementerian Kehutanan). Polisr
Kehutanan seperti limbung menghadapi
"gerombolan penjarah hut.rr,". Selama
penegakan hukum kehutanan masih lumFrull
seperti sekarang ini, langk.rh t{nn LrL.av"'r

rehabilitasi hutan tidak akan berialan
seba gaimana mestinya. Kavu-L.rv r-r hu t.rn vang
tumbuh dari aktivitas reboisasi par-ia aktrimva
juga akan dibabat habis oleh maling kat'u hut.rn.
Savangnva, aparat hukum ditruatnva ticl.rk
berdaya. Nlaka telah tiba saahr-r'a untuk sec"rrir

sungguh-sungguh melakukarn pcneg.rk.111
hukum kehutanan dengan ill€rlvcrt{ari Lrairvva

pembabatan hutan dewasa ini srrc{ah .nelel,ihi
batas-batas toleransi ekolo;is masa depan varrg
berkelanjutan.

Oleh karena itulah FGD icrsebut tictak
berlebihan apabila merekomendasikan untuk
melakukan moratorium kehutanan vang secara
nyata dapat dilakukan melalui jeda perizinan
untuk dikoreksi ulang. Moratorium itu
sebenamya dapat dilakukan dengan pe.spektif
Pancasila. UU Kehutanan itu dibuka melalui
kata-kata, Dengan Rahmat Tuhan Yang Nlaha
Esa. Setiap undang-undang di Indonesia dibuat
atas wibawa Tuhan. Dalam UU Kehutanan eda
kewajiban untuk melestarikan hutan. Ternyata
hutan semakin rusak. Berarti sedang terjadi
perlawanan terhadap Tuhan. Sila-sila Pancasila
dapat dijadikan landasan untuk melakukan
moratorium dengan basis utama moralitasnya.
Dengan demikian, moratorium harus
dikembalikan pada aspek teologis, humanis,
ekologis, demokrasi, dan keadilan sosial.
Ivlerusak dan membabat hutan var-rg
menghancurkan tatanan ekosistem aelalah
tindakan tidak Pancasilais. Hal ini berarti
merusak hutan itu pasti anti-Tuhan, anti-
kemanusiaan, anti-persatuan, anti-kerakyatan
dan anti-keadilan sosial. Untuk itulah membaca
setiap pasal sekarang ini harus dimengerti
bahwa urusan pasal itu bukan hanya masalah
normatif melainkan juga menyangkut aspek
teologis, humanis demokratis, dan social justice .

Begitu ya pcmbaca. Salam.*

Penulis adalah Kefua Departemen Hukum
Administrasi Universitas Airlangga
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